20 NATIONAL
ONFERENCE

o T

HARAPAN BPK ATAS PERAN INTERNAL AUDITOR DALAM
PENGAWASAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN
POGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA
Wakil Ketua BPK RI

... ——— Enhancing Communication & Collaboration: Learning From the Pandemic ——:::-



Dr. Agus Joko Pramono, S.ST, M.Acc., Ak., CA.,
CSFA., CPA

RIWAYAT JABATAN

Wakil Ketua BPK, Oktober 2019 s.d. sekarang.

Anggota Il BPK RI, Oktober 2014 s.d. Oktober 2019.

Anggota |l BPK RI, Agustus 2013 s.d. Oktober 2014.
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2. Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Tahun 20009.
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Peran IIA dalam pengembangan
profesi Auditor Internal

Penyusunan standar dan panduan

Publikasi berbagai praktik dan
% . perkembangan audit internal
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Penyelenggaraan program sertifikasi dan
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Adaptasi Kebiasan Baru

Kondisi Lingkungan Penyesuaian Cara Kerja
Era VUCA
- Volatility - Komunikasi
- Uncertainty . .
- Complexcity - Sinerg!
- Kolaborasi

- Ambiguity



Kesamaan Peran Auditor Eksternal dan Internal

BPK

Memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan
negara yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Lembaga Negara
Lainnya, Bank Indonesia, BUMN,
BUMD, dan lembaga/badan lain
yang mengelola keuangan
negara

TATA KELOLA KEUANGAN
NEGARA YANG LEBIH BAIK

APIP

melakukan audit, yang bertujuan
menilai efektivitas manajemen
risiko, pengendalian internal, tata
kelola, serta pencapaian tujuan
organisasi




Hubungan Profesional antara Auditor

Eksternal dan Internal

IAPI Standar Audit 610: Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal

Walaupun tujuan fungsi audit internal dan auditor eksternal berbeda,
beberapa cara yang digunakan oleh fungsi audit internal dan auditor
eksternal dalam mencapai tujuan mereka masing-masing mungkin sama

Standar Audit 2050: Koordinasi dan Penyandaran

Kepala audit internal harus berbagi informasi, mengkoordinasikan
kegiatannya dan mempertimbangkan penyandaran terhadap hasil
pekerjaan penyedia jasa asurans dan konsultansi eksternal dan internal
lain, untuk memastikan bahwa lingkup penugasan telah sesuai dan
meminimalkan duplikasi aktivitas




Manfaat Kerjasama Auditor

Eksternal dan Internal

INTOSAI menyatakan manfaat Kerjasama Auditor Eksternal
dan Internal sebagai berikut:

Pertukaran Pengetahuan

Penguatan kapasitas masing-masing pihak

Audit yang efektif

Audit yang efisien

Mengurangi duplikasi dalam pekerjaan audit

Mengurangi disrupsi terhadap entitas yang diaudit

Meningkatkan dan memaksimalkan lingkup audit berdasarkan
penilaian risiko

Bekerja sama dalam mendorong pelaksanaan rekomendasi audit

INTOSAI
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Sinergl BPK dan APIP

UU No. 15 Tahun 2004

0
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a“’ :J'w" Pasal 9 ayat 1

AWA\ 7A “‘Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pasal 9 ayat 3
“Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan

pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan
atas nama BPK”"

(pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa,
dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
BPK)



Peran BPK dalam Penanganan COVID-19

BIAYA PENANGANAN COVID-19 APBN

(Rp695,20 T)

Insentif Usaha

Kesehatan Perlindungan Sosial

Rp87,55T Rp203,90T Rp120,61T

1. Belanja Penanganan Covid-19 Rp&5,80T 1. PKH Rp37.40T 1.PPh 21 DTP Rp39,66T
2. Insentif Tenaga Medis Rp5,90T 2. Sembako Rpd3,60T 2. Pembebasan PPh 22 Impor Rp14,75T
3. Santunan Kematian Rp0,320T 3. Bansos Jabodetabek Rp6,80T 3. Pengurangan Angsuran PPh 25 Rp14,40T
4. Bantuan luran JKN Rp3,00T 4. Bansos Non-Jabodetabek Rp32,40T 4. Pengembalian Pendahuluan PPN Rp5,80T
5. Gugus Tugas Covid-19 Rp3,50T 5. Pra Kerja Rp20,00T 5. Penurunan Tarif PPh Badan Rp20,00T
6. Insentif perpajakan di Bidang Kesehatan 6. Di5k':‘"r1 Listrik Rp6,90T 6. Stimulus Lainnya Rp26,00T

Rp9,05T 7. Logistik / Pangan [ Sembakeo Rp25,00T

2. BLT Dana Desa Rp31,80T
Pembiayaan Korporasi Sektoral K/L & Pemda
Rp123,46 T Rp53,57 T Rp106,11T

1. Subsidi bunga Rp35,28T 1. Penempatan Dana untuk Restru Padat Karya Rp3,42T 1. Program Padat Karya K/L Rp18,447
2. Penempatan Dana untuk Restru Bp78,7&T; 2. PMN Rp20,50T (HK Rp7.5T, EPUI RpST, PNM Rpl,5T, 2. Ins.r.:nt.lf Perumahan Rpl, 30T
3. Belanja lIP Rp5,00T ITDC Rp0,5T, PRA RpST) 3. Pariwisata Rp3,80T
4. Penjaminan untuk Modal Kerja [Stop Lass) Rp1,00T; 3, Talangan {Investasi) untuk Modal Kerja Rp29,65T 4. DID Pemullhan Ekoncm! ReS,007
5. PPh Final UMKM DTP Rp2,40T (Garuda Rp8 5T, KAl Rp3,5T, PTEN BpaT, KS RpaT, 5. Cadangan DAK Fisik Rp8, 70
B. Pemblayaan Investasl kepada Koperasi melalul LPOB Perumnas Rp0,65T, PEA Rp10T) 6. Fasilitas Pinjaman Daerah Rp10,00T

KUMEM Rpl,00T 7. Cadangan Perluasan Rp58,87T

VS Akuntabilitas

Sumber: Perpres 72/2020

Kecepatan




Peran BPK dalam Penanganan COVID-19 (2)
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Peran BPK Rl dalam Penanganan COVID-19 di Indonesia: Apa yang sudah dilakukan & akan dilakukan?

“Accountabilty for All: Efektif, Transparan, Akuntabel dan Patuh pada ketentuan kondisi darurat”

Regulatory & Implementation Framework Regulatory & Implementation Framework
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanggulangan Bencana
Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka (Gugus Tugas, Tahapan: prabencana, saat tanggap darurat
Respon Pemerintah $ Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian dan pasca bencana)
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
(UU No. 2 Tahun 2020 dan ketentuan peraturan pelaksanaannya) (UU No. 24 Tahun 2007 dan ketentuan peraturan pelaksanaannya)
Keuangan Negara Stabilitas Sistem Keuangan Manajemen Penanggulangan Bencana

JL J0 J0

KAJIAN tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Respon BPK
(Maret sd Juni 2020)
1. Peran Insight dan Foresight kepada

pemerintah, lembaga perwakilan
dan publik

2. ldentifikasi Risiko & Mitigasi Risiko

3. ldentifikasi Kriteria & Prosedur
Alternatif Pemeriksaan

Lingkup Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, CARES Act, Transparansi & Akuntabilitas, Hukum

Pokok Masalah Strategis

4. Monitor kebijakan & implementasi “
5. Monitor sumber & realisasi dana J_L @ J_L J_L @
penanganan COVID-19 Risiko & Mitigasi Strategis | Operasional | Integritas & Fraud | Keuangan | Kepatuhan & Hukum

(Juli sd Desember 2020)

1. Peran Oversight, Insight & Foresight PEMERIKSAAN Tematik Nasional Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020-2024
2. Arah Kebijakan dan Strategi

Pemeriksaan Tematik Nasional . BPKWide | Pendapat
3. Pemeriksaan Semester Il TA 2020 = PDI/Pemeriksaan BPK
(2021 - 2024) Kebijakan Strategi Tujuan & Jenis Audit C_> Pendahuluan/Interim
. = : Pemeriksaan i i ' o : o
Lanjutan Pemeriksaan Tematik Pemeriksaan Pemeriksaan Universe [y IO e g
Nasional AKN Wide > LHP AKN
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Sumber Anggaran

Perencanaan

Penganggaran

Implementasi

Monev dan Pengawasan

Pelaporan dan

Pertanggungjawzban

Kerangka Regulasi dalam Kondisi Darurat

AUDIT UNIVERSE

| APBN APBD | Dana Bl || DanaLPS || panaBumnEYM | Dana Masyarakat
Refocusing & Realokasi
8 Refocusing & Realokasi
Kesehatan
1P Kesehatan
) JPS Keuangan Keuangan BUMN Masyarakat
Ekonomi & Keuangan (PEN) ) BUMD
Ekonomi & Keuangan (PEN)
PBJ Masa Darurat
Penanganan Bencana
Penanganan Bencana
Refocusing & Realokasi Modal Awal
Penghematan Belanja TKDD Kontribusi Kepesertaan Hibah Dalam Negeri
Realokasi Cadangan Refocusing & Realokasi Anggaran Tahunan Bl Premi Penjaminan Angga;rlajr’\lngUMN HlbahDL;J:;:ilegerl
Penghematan TKDD Hasil Investasi Cadangan Penjaminan
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
Refocusing & Realokasi Refocusing & Realokasi Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Prinsip Syariah
Kesehatan . - .
Kesehatan Pinjaman Likuiditas Khusus o . Pembelian Barang
JPS 1pS i Penjaminan Simpanan SR Santunan
Ekonomi & Keuangan (PEN) Ekonomi & Keuangan (PEN) Pembelin SN/SESN Kelompok Nasabah BL Hibah dari Donatur ke Penerima
PBJ Masa Darurat § Repo SBN LPS
p Bencana Penanganan Bencana
enanganan Repo SUN/SBSN Korporasi/ Swasta
BPKP K i ) . .
emdagi Departemen Audit Internal Audit Internal Audit Internal BNPB
Insepektorat Jenderal K/L Inspektorat Daerah
LKPP/LKKL/LK BUN LKPD LKT Bl LK LPS LK BUMN/BUMD LP) Dana Masyarakat
Laporan Interim Laporan Interim Laporan Interim Laporan Interim Laporan Interim Laporan Interim
Laporan Manajemen Laporan Manajemen Laporan Manajemen Laporan Manajemen Laporan Manajemen Laporan Manajemen

Pemangku
Kepentingan

Pelaksana Kebijakan

Penerima Manfaat

Pemangku Kebijakan (Kemenko, Kementerian Keuangan, K/L, KSSK, BI, OJK, LPS)




Harapan terhadap Peran APIP

Melakukan pengawasan
secara sistematis, terukur dan
terstruktur
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Terima Kasih

@ www.bpk.go.id

W @bpkri

BPK RI Official




